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KEPUTUSAN BUPA?I HALMATIERA BARAT
NOMOR Ze.D / KPTS I rl 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REIICANA KtR"rA {REIIJAI
DIITAS PENAItTAlIfiAlT MODAL DAN PELAYANAII TTRPADU SATU PINTU

I{ABUPATEIV IIALMAHERA BARAT
TAHUIT ANGGARAN 2A27

Menirntrang . a.

BUPATI IIALilIAHERA BARAT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 hurui a peraturan
Menteri Dalam Negara Nomor 86 Tahun 2AL7 tentang Tata Cara
Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daeratr,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serfa Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jalgka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa persiapan
penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi pembentukan Tim
Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
bahwa untuk menjamin terlaksananya penyusunan Renja
Perangkat Daerah dimaksud, dipandang perlu membentuk Tim
Penyusunan Rencana Kerja {Renja) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Haknahera Barat
Tahun Anggaran 2O27;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
hufuf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
Hatnahera Barat tentang Pembentukan Tim Penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayana.n
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2027;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 23 Damrat Tahun 7957 tentang
Pembentukan Daeratr-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah
Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA3 tentang Pembentukan
Kabupaten hafunahera Barat, Kabupaten Hahnahera Selatal,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan

Mengingat : 1.

Negara;
6. Unrlang-utrdang i*iomcr 25 tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2A22 Tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peubahan atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun ?OLL tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- undangan;
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2A23 tentang Aparatur Sipil
Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2AL9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2A23 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelo}aan Barang Milik Daerah sebagai mana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 2024
tentang Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2CI17 tentang
Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunarl
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jalgka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeralr, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2Al9 tentang
Sistem Informasi Pemerintahal Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaktur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2O2O
Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Da]am Negeri Nomor 77 Tahun 2A2A
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

tentang

tentang

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2O2A
tentang Perubahan Ketiga diatas Keputusan Menteri dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2O2L tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, verifikasi,
dan Nomenklaktur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2A2L tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
ZALO ftntang Pembentukan dan Sussunan Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;
Peraturan Daerah kabupaten HaLnahera Barat Nomor 2 Tahun
2A22 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2A23 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2$rc tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Hahnatrera Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun
2426 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr
Kabupaten Hahnatrera Barat Tahun Anggaran 2O26;
Peraturan Bupati Halrnahera Barat Nomor 20 Tahun 202L
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Hahnahera Barat
Nomor 10 Tahun 2AL6 tentang Struktur Organisasi Perangkat
Daerah;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor LT Tahun 2023
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan bupati Halrnahera
Barat Nomor 10 Ta-hun 2OL6 tentang Struktur Organisasi
Perangkat daerah;
Keputusan Bupati Helm6ls1'a Barat Nomor 3/KPTS/712A26
Tahun 2026 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah dari Bupati selaku Kepala Daerah kepada
Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Halmahera Barat setragai Pejabat Pemegang
Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2A25;
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27. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penjabaran Anggaran Penriapatan dan Beianja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAIT

Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Fintu Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2027 pada Satuan Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Halmahera Barat dengan Susunan Tim Sebagaimana tercantum pada
Lampiran Keputusan ini;
Tim Penyusunan Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu,
bertugas menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Ang,'qaran 2A27 sesuai dengan Ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku;
Segala biaya yang t'mbul sebegai akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Hslmahera Barat.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 74 Jarr

BUPATI

2026

BARAT,

1. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jai1o1o,
2. KepaJa BKAD Kab. Halmahera tsarat di Jailolo,
3. Kepala BAPPERIDA Kab. Ha.Lmahera Barat di Jailolo.

Ass. Bid. trko & Pemb

Kabag Hukum & Orgs



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NoMoR :29.D I KPTS lll 2026
TANGGAL : 14 JANUARI 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PBNANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TBRPADU SATU PINTU
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2027

!ro llrAlrrA IIYIP
JABATAN DALAIVI DINAS JABATAN

DALAIYI TIM KET

1 Yafet G. Tjanu, SP. M.Eng Plt. Kepala Dinas Penanggung Jawab

2 Alexander Salama, S.Pd.,M. Ap Kepala Bidang Perencanaan
Pengembangan Iklim Usaha dan

Promosi Penanaman Modal

Ketua

-1 Tresyia Sartje Djini, Arnd Staf Sekretaris

4 NursiaNur, SE Fungsional Anggota

5 Hasan Jalil, ST Fungsional Anggota

6 Bambang Badar Napu, S.Sos Fungsional Anggota

7 Nokh Pengo, SE Fungsional Anggota

8 Jtrsnranida.r Dialilu. S Sos-'-_'__J-" _'-' Frrnrrsional- -'-'E-"""' Anggota

9 Aldhy Idham, S.Tr.I.P Penata Perizinan Ahli Pertama Anggota

10 Mirawati M. Saleh Staf Anusota /,/

BUPATI BARAT,

Allli,S UAIttt

Jabatan Paraf

Sekretaris Daerah {
Ass. Bid. Eko & Pemb H*--{
r\cpara ljrlvlr r i)r ?

Kabag Hukum & Orgs Y


